
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006

NOMOR 1 SERI “D” NOMOR 1
f

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKiLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Profokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Ulara ( Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310 );

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 );

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinlah
Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan a:as
penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
' Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor 1
Seri “D’Nomor 1 ).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

dan
BLIPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN .

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANLitiUIA UfcWAN PEKVVAMLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

Menetapkan :

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005
tentang Keaudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor
1 Seri "D" Nomor 1 ) diubah sebagai benkut :

Pasal 1

1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dirias,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau
Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan,
diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

3. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga
asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya generat
chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besamya premi asuransi Kepala Daerah.

(4) Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang
meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

(5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD.

Seri “D” Nomor 1 ).
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1 Seri "D" Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,

uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitis musyawarah atau Komisi atau

Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperiukan,

diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

3. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga

asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general

chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah.

(4) Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan" adalah upaya kesehatan yang
mefiputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

(5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD.

f /.
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Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor 1
Sen "D" Nomor 1 ).



2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN NEUANGAN FiiviFiNAN DAN ANGGGTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAi!
KABUPATEN SIMALUNGUN

Pasal !

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005

tentang Kodudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor

1 Seri “D" Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan

rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan

perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,

uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau

Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan,

diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

3. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan

kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga

asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan

kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tennasuk biaya general

chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi

sama dengan besamya premi asuransi Kepala Daerah.

(4) Yang dimaksud dengan "pemeliharaan kesehatan" adalah upaya kesehatan yang

meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

(5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada

APBD.

• /•



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006

NOMOR 1 SERI “D” NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : s. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

b.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310 );

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 );

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
, Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas

penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor 1
Seri "D" Nomor 1 ).



2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

dan
BUPAT! SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN .

Mer.etapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN FERWAKiLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor
1 Seri "D" Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau
Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Keiengkapan lainnya yang diperlukan,
diberikan tunjangan alat keiengkapan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

3. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga
asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general
chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah.

(4) Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang
meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

(5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD.



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006

NOMOR 1 SERI "D” NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANGKEDUDUKAN PROTOKOLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik indonasia Nomor 37 Tehun2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2004 tentang Kedudukan Profokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2005 tentang Kedudukan Profokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan DaerahKabupaten Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2:005tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtonomKabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatara Utara ( Lembaran NegaraTahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran NegaraTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, TambchanLembaran Negara Nomor 4310 );
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4389 );
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2C34 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Nomor 4438 ),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan ataspenyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor 1Seri “D” Nomor 1 ).



2

Dertgan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

dan
BUPAT! SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN FiMFiNAN DAN ANGGOTA utWAN FtKWAKILAN KAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

Menstapkan :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor
1 Seri "D" Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau
Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Aiat Kelengkapan lainnya yang diperiukan,
diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

3. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga
asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general
chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah.

(4) Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan" adalah upaya kesehatan yang
meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

(5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD.



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006

NOMOR 1 SERI “D” NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR: 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NG.VCR 1 TAHUN 2005 TENTAwG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan aias Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 ientang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nornor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Ariggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

b.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaien Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambatian
Lembaran Negara Nomor 4310 );

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 );

5. , Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2C04
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor 1
Seri "D’Nomor 1 ).



2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KA8UPATEN SIMALUNGUN

dan
8UPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor
1 Seri ”D" Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenaz3h;

2. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau
Panitia Anggarsn atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang dipertukan,
diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
a. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

3. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga
asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general
chek-up 1 (satu) kali dalam S9tahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah.

(4) Yang dimaksud dengan "pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang
rneliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

(5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD.



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006

NOMOR 1 SERI "D” NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR: 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1TAHUN 2005 TENTANGKEDUuuKAN KKOIOKOLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Teihun2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewartPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan DaerahKabupaten Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

: a.

b.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtorromKabupaten-Kabupaten Daiam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran NegaraTahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran NegaraTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MaielisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, TambahanLembaran Negara Nomor 4310 );
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4389 );
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan ataspenyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan KeuancjanPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler clanKeuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor 1Seri "D” Nomor 1 ).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN UAN ANGGUIA UtWAN PtKWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten S'malungun Tahun 2005 Nomor
1 Seri "D" Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
per.'engkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

P'mpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau
Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan,
diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

3. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam berituk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga
asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general
chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besamya premi asuransi Kepala Daerah

(4) Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan" adalah upaya kesehatan yang
meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

(5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD.



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006

NOMOR 1 SERi "D” NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DANKEUANGAN PIMPfNAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa dengan beriakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perfu dilakukan perubahan atas Peraturan Daarah Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310 );

4. ' Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 );

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor 1
Seri “D’Nomor 1 ).
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Dengan Persetuiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN FiiviFINAN DAN ANGGCTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

pasal I
:

Beberapa ketentuan dalam Paraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat

Daerah Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor

1 Seri “D" Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

'

Pasal 1

1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut:

24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
psriengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau

Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan,

diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

3. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga

asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliheraan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general
chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besamya premi asuransi Kepala Daerah.

(4) Yang dimaksud dengan "pemeliharaan kesehatan" adalah upaya kesehatan yang
meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

(5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD.



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006

NOMOR 1SERI “D” NOMOR 1
i

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

DCWAN FERVVAKiLAN KAKYAI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraiuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dowan
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diiakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dovvan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negar3
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Keduoukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310 );

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 );

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438 );

7. Percturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan sitas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuan< jan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor 1
Seri "D" Nomor 1 ).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPlNAN DAN ANGGGTA DEWAN PERWAKILAN RAICi'AT DAERA*t
KABUPATEN SIMALUNGUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Ksuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor

1 Seri “D" Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan pasal 1 angka 24 diubah sehingga pasal 1 angka 24 berbunyi sebagai berikut :

24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan
perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,
uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau

Paniiia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan,

diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Kotua DPRD;

b. Waki! Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

3. Ketentuan pasa!20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggotan DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga

asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Keluanga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan
kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besamya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general
chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi
sama dengan besamya premi asuransi Kepala Daerah.

(4) Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan" adalah upaya kesehatan yang
meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

(5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD.
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4. Ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

*
Pasal 25

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau
rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan
perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk
uang dan dibayarkan setiap bulan. terhitung mulai tannaai pengucapan sumpoh/jsnji

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus
memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga
setempat yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah.

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) ditambah huruf d sehingga berbunyi seb3gai berikut :

Pasal 26

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :

a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

I

6. Ketentuan pasal 29 ditambah 1 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan
wewenang DPRD;

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;

(3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :

a. Rapat-rapat;
b. Kunjungan Kerja,
c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan

Daerah;
d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;
e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan.

7. Ketentuan pasal 30 diubah yaitu diantara ayat (2) ayat (3) pasal 30 disisipkan 1 ayat yakni, ayat (2.a) dan ketentuan pasal 30 ayat (3) diubah sehingga pasal 30 berbunyi setagai
berikut .

Pasal 30

(t ) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan
Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;

(2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal
14 dianggarkan dalam Pos DPRD;

(2.a) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam ketentuan
pasal 25 dianggarkan dalam Pos DPRD;
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(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25,
pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang
diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai
Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;

b. Belanja Bar any dan Jasa yaitu uniuK Kebutuhan belanja barang dan jasa habis
pakai seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan
Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi
rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya;

(4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman
pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku surut sejak Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
Pada Tanggal 17 Pebruari 2006

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

T ZULKARNAIN DAMANIK

Diunclangka di Pematang Siantar
Pada Tanggal 17 Pebruari 2006

SEKRETARiS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

SARIAMAN SARAGIH -
LEMEIARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI “D" NOMOR 1.


